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BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 

NOMOR 82 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA 

KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 
BULUKUMBA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BULUKUMBA, 
 

Menimbang : a.  bahwa menindaklanjuti Pasal 6  Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah serta dalam rangka meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatan, agar berdaya guna dan berhasil 
guna maka perlu menyusun dan menetapkan 

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bulukumba; 

  b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

  2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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4. 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

  5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 

2016 Nomor 14); 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 

BULUKUMBA 
 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Bulukumba. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah; 

6. Dinas Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bulukumba. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bulukumba. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah 

unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
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BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

 

Pasal 2 
 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

 
Pasal 3 

 
(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan 

sipil. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang 

kependudukan dan pencatatan sipil; 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

f. pelaksanaan administrasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil; 
 

 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 4 
 

(1) Susunan organisasi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; dan 

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan. 
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c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk: 

1. Seksi Indentitas Penduduk; 

2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan 

3. Seksi Pendataan Penduduk. 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : 

1. Seksi Kelahiran; 

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan 

3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian. 

e. Bidang Pengelolaan Informasi  Administrasi Kependudukan : 

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan 

3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

f. Bidang Pemanfaatan Data  dan Inovasi  Pelayanan: 

1. Seksi Kerjasama; 

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan 

3. Seksi Inovasi Pelayanan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 
 

(2) Bagan susunan organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN 

 
Bagian Kesatu 

Kepala Dinas 
 

Pasal 5 

 
(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan dibidang 
kependudukan dan pencatatan sipil. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas jabatan Kepala Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 

sebagai berikut: 
a. mengoordinasikan  perumusan  rencana strategi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil; 

b. mengoordinasikan perumusan  kebijakan agar  tercipta sinkronisasi dan 

integrasi kebijakan pemerintah dalam kerja dan kewenangan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

c. mengoordinasikan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil; 

d. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian 

lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
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e. mengendalikan  pengelolaan  keuangan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

f. menyelenggarakan urusan umum Dinas Kependudukan  dan Pencatatan 

Sipil; 

g. melakukan pemantauan dan evaluasi  secara berkala pelaksanaan 

kebijakan pemerintah daerah Lingkup Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

h. mengkonsultasikan  dan mengoordinasikan  program dan kegiatan 

dengan pemerintah pusat  dan provinsi dalam rangka terciptanya 

keselasaran program dan kegiatan antar tingkat pemerintahan dalam 

lingkup kerja dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil; 

i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk  pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; 

j. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; 

k. melaporkan  hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan 

l. melaksanakan  tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

 

Pasal 6 
 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyelenggaraan 

kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut: 
 

a. mengoordinasikan penyusunan  program dan kegiatan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

b. melaksanakan pelayanan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

c. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan  

penyelenggaraan urusan kesekretariatan  Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi  berkala pelaksanaan kegiatan 

kesekretariatan; 

e. mendistribusikan  tugas dan memberi petunjuk  pelaksanaan  kepada 

bawahan; 

f. memantau dan mengevaluasi  serta menilai pelaksanaan tugas  

bawahan; 

g. melaporkan  hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

h. melaksanakan  tugas kedinasan lain  yang diperintahkan  oleh atasan  

sesuai bidang tugasnya. 
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Bagian Ketiga 

Paragraf 1 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 
Pasal 7 

 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian mempunyai  tugas pokok  membantu  Sekretaris  dalam menyusun 

program, kegiatan,  petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi  
penyelenggaraan  urusan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan 

dan  Pencatatan Sipil. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 

a. menyusun program  dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. menyusun  pendoman dan/atau  petunjuk teknis  pelaksanaan kegiatan  

urusan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil; 

c. melaksanakan pengelolaan  urusan umum dan kepegawaian Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil; 

d. mendistribusikan tugas  dan petunjuk pelaksanaan tugas pada 

bawahan; 

e. memantau dan  mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan umum dan 

kepegawaian  Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil; 

f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas; 

g. menyusun analisis kebutuhan pegawai  dan tenaga teknis 

kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

h. menyusun bahan dan memeriksa draft analisis jabatan, Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK)  dan Kenaikan Gaji Berkala ( KGB); 

i. menyusun administrasi pengadaan, penyimpangan, pendistribusian, 

pemeliharaan  dan penghapusan  barang; 

j. melaksanakan penerapan  kebijakan  administrasi kepegawaian; 

k. melaksanakan  bimbingan administrasi surat menyurat dan kearsipan; 

l. melaksanakan  inventarisasi aset dan perlengkapan, pemutakhiran data 

aset dan pelaporan  sesuai kebutuhan; 

m. melaksanakan pemeliharaan  barang/bahan/alat kelengkapan dinas; 

n. melaksanakan stock opname  barang melalui aplikasi IT (Informasi 

Teknologi); 

o. mengelola adminsitrasi perjalanan dinas baik dalam daerah maupun 

luar daerah/antar provinsi; 

p. melaksanakan pengaturan kendaraan dan penggunaan sopir dinas; 

q. melaksanakan  pemeliharaan  kebersihan  dan keamanan serta urusan 

rumah tangga dinas lainnya; 

r. menyusun laporan  hasil pelaksanaan kegiatan; 

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan 

t. melaksanakan  tugas kedinasan lain yang diperintahkan  oleh atasan  

sesuai dengan bidang tugasnya.  
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Paragraf 2 

Sub Bagian Keuangan  
 

Pasal 8 
 
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

mempunyai tugas  pokok membantu  Sekretaris dalam  menyusun  

program kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi  

penyelenggaraan  urusan keuangan  Dinas Kependudukan  dan Pencatatan  

Sipil. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: 
 

a. menyusun program  dan kegiatan  sub bagian keuangan; 

b. menyusun  pedoman dan/atau petunjuk teknis  pelaksanaan  keuangan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

c. melaksanakan  pengelolaan  keuangan Dinas  Kependudukan dan 

Pencatatan  Sipil; 

d. mendistribusikan  dan memberi petunjuk  pelaksanaan tugas  pada 

bawahan; 

e. memantau dan mengevaluasi  penyelenggaraan  keuangan  Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan  Sipil; 

f. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi  

sebagai bahan acuan melaksanakan tugas dan kegiatan; 

g. mensosialisasikan dan melaksanakan  bimbingan kebijakan sistem 

administrasi keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

h. melaksanakan sistem pengeluaran keuangan dan gaji pegawai sesuai  

dengan peraturan yang berlaku;  

i. melaksanakan pengawasan arus kas  Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

j. melaksanakan  verifikasi pengajuan permintaan SPP-SPM dan SP2D 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil; 

k. melaksanakan verifikasi perhitungan pertanggungjawaban keuangan dan  

menyusun realisasi perhitungan anggaran; 

l. melaksanakan klarifikasi  dan menindaklanjuti  hasil Laporan 

Pemeriksaan Fungsional (LPF); 

m. menghimpun dan menyusun  laporan pertanggungjawaban keuangan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 

o. melaporkan  hasil pelaksanaan  tugas pada atasan; dan 

p. melaksanakan  tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Paragraf 3 

Sub Bagian Program dan Pelaporan 
 

Pasal 9 
 
(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian  mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris  dalam menyusun  

program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau  dan mengevaluasi  

penyelenggaraan  urusan program dan Pelaporan  Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan  Sipil. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Sub Bagian program dan Pelaporan adalah sebagai berikut: 

a. menyusun  program  dan kegiatan sub bagian  program dan Pelaporan; 

b. menyusun pedoman  dan/atau  petunjuk teknis  pelaksanaan  kegiatan  

Program  dan Pelaporan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil; 

c. mendistribusikan  tugas dan memberi petunjuk  pelaksanaan tugas 

pada bawahan; 

d. memantau  dan mengevaluasi  pelaksanaan program dan pelaporan  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  

e. mengumpulkan data dan informasi, tabulasi, pengolahan, analisa serta 

penyajian data dan statistik kependudukan dan Pencatatan  Sipil 

f. menyusun kebijakan  perencanaan, anggaran  dan kegiatan; 

g. menyusun Pedoman Umum (Pedum), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 

bidang umum meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal; 

h. menerapkan  sistem  perstatistikan dan informasi Kependudukan  Dan 

Pencatatan Sipil; 

i. memberikan bimbingan tentang penerapan statistik  dan system 

informasi Kependudukan dan Pencatatan  Sipil; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan 

kependudukan dan Pencatatan  Sipil; 

k. menyusun laporan tahunan dinas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi  Pemerintah (LAKIP); 

l. mengembangkan prosedur  organisasi dan sistem informasi  

Kependudukan  dan Pencatatan Sipil; 

m. melaksanakan  monitoring  dan evaluasi  tindak lanjut  laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP); 

n. menyusun  laporan hasil pelaksanaan  kegiatan; 

o. melaporkan  hasil pelaksanaan  tugas pada atasan; dan 

p. melaksanakan tugas  kedinasan lain yang diperintahkan  oleh atasan 

sesuai  dengan bidang tugasnya. 
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Bagian Keempat 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
 

Pasal 10 
 
(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas  dalam penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, 

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang  Pelayanan  

Pendaftaran  Penduduk. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai 

berikut: 

a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan  bidang pelayanan 

pendaftaran  penduduk; 

b. melaksanakan  pengelolaan bidang  pelayanan pendaftaran  penduduk; 

c. merumuskan  pedoman dan/atau  petunjuk teknis  pelaksanaan  

pelayanan pendaftaran penduduk; 

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala  pelaksanaan  kegiatan 

pelayanan pendaftaran penduduk; 

e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; 

f. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; 

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Paragraf 1 

Seksi Identitas Penduduk 
 

Pasal 11 
 

(1) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai 

tugas pokok membantu  kepala Bidang melakukan pengumpulan data, 

identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Identitas Penduduk. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Seksi Identitas Penduduk adalah sebagai berikut: 

a. menyusun  rencana kegiatan  Seksi  Identitas Penduduk; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 

Identitas Penduduk; 

c. menyusun  rencana kinerja  dan penetapan kinerja  penyelenggaraan 

identitas penduduk; 
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d. menyelenggarakan pelayanan identitas penduduk; 

e. melaksanakan penerbitan nomor induk kependudukan dan dokumen 

kependudukan; 

f. melaksanakan pemantauan terhadap kepemilikan identitas penduduk; 

g. melaksanakan pengawasan identitas kependudukan terhadap Warga 

Negara Asing; 

h. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; 

i. menyiapkan   bahan  pengendalian  dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman dan petunjuk operasional pada seksi identitas penduduk; 

j. melaksanakan  monitoring, evaluasi  dan pelaporan  kegiatan  seksi 

identitas  penduduk;  

k. melakukan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk proses penerbitan 

Identitas Kependudukan; 

l. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis bagi petugas registrasi dan 

petugas perekaman data; 

m. melakukan crosscek ketunggalan data biometrik penduduk dan 

Perekaman data; 

n. melakukan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA) dari hasil pendaftaran 

penduduk; 

o. melakukan perencanaan, pendistribusian dan pengendalian formulir dan 

blangko kependudukan; 

q. melakukan legalisasi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-el), dan Kartu Identitas Anak (KIA) serta surat 

keterangan penduduk lainnya; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Paragraf 2 

Seksi Pindah Datang Penduduk 
 

Pasal 12 

 
(1) Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

mempunyai tugas pokok membantu  kepala Bidang melakukan 

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Seksi Pindah Datang 

Penduduk. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Seksi Pindah Datang Penduduk adalah sebagai berikut: 
 

a. menyusun rencana kegiatan seksi pindah datang penduduk; 

b. menyusun kebijakan teknis pindah datang penduduk; 

c. menyiapkan  bahan pelaksanaan kegiatan pindah datang penduduk; 

d. menyusun rencana  kinerja  dan penetapan kinerja pindah datang 

penduduk; 

e. menyiapkan  bahan  pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman dan petunjuk operasional  pada seksi pindah datang  

penduduk; 

f. melaksanakan monitoring, evaluasi  dan pelaporan kegiatan seksi 

pindah datang  penduduk;  

g. melakukan pendaftaran  perubahan alamat penduduk  dan pindah 

datang; 

h. melakukan pendaftaran  Warga Negara Asing (WNA)  tinggal sementara; 

i. melakukan penerapan sistem dan prosedur  pindah datang penduduk 

dan pengawasan pindah datang penduduk; 

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya.  

Paragraf 3 

Seksi Pendataan Penduduk 
 

Pasal 13 
 

(1) Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

dalam pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

Pendataan Penduduk. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Seksi Pendataan Penduduk adalah sebagai berikut: 

a. menyusun program kerja kegiatan seksi pendataan penduduk; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data 

kependudukan; 
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d. menyusun kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan data 

kependudukan; 

e. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan  norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasional  di Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk; 

f. melakukan  pendataan penduduk daerah terpencil, tertinggal, terisolir 

dan korban bencana  penduduk  rentan administrasi serta pendataan 

penduduk pengungsi akibat bencana alam; 

g. melakukan pendataan penduduk permanen, non permanen dan 

pemutakhiran data penduduk; 

h. melaksanakan pelaporan  kependudukan dan penatausahaan pendataan 

penduduk; 

i. menyusun  laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan 

k. melaksanakan  tugas kedinasan lain  yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Kelima 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

 

Pasal 14 
 

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin seorang Kepala Bidang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengumpulan 

data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan  penyusunan  program dan kegiatan bidang 

pencatatan  sipil; 

b. melaksanakan pengelolaan  bidang pencatatan  sipil; 

c. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis  pelaksanaaan  

pencatatan  sipil; 

d. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis  pelaksanaan pencatatan 

sipil; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi  berkala pelaksanaan kegiatan 

pencatatan  sipil; 

f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada 

bawahan; 

g. memantau dan mengevaluasi serta menilai  pelaksanaan  tugas 

bawahan; 

h. melaporkan  hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan  

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 

 

 



   

   

    

 

 

13 

Paragraf 1 

Seksi Kelahiran  
 

Pasal 15 
  

(1) Seksi Kelahiran dipimpin seorang Kepala Seksi  mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  dalam pengumpulan 

data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan Seksi Kelahiran. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas Seksi Kelahiran adalah sebagai berikut: 

a. menyusun  program dan kegiatan seksi kelahiran; 

b. menyusun pedoman  dan/atau  petunjuk teknis  pelaksanaan kegiatan 

pelayanan akta kelahiran; 

c. melaksanakan pengelolaan akta kelahiran; 

d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk  pelaksanaan tugas pada 

bawahan; 

e. memantau dan mengevaluasi  penyelenggaraan  kegiatan  pelaksanaan 

akte kelahiran; 

f. memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan register akta kelahiran, 

penerbitan kutipan dan akta kelahiran; 

g. melakukan pengelolaan penataan kutipan dan akta kelahiran; 

h. melakukan  pencatatan dan penerbitan atas perubahan dan pembetulan 

kutipan dan akta kelahiran berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

i. melakukan pengelolaan dan penerbitan akta kelahiran melalui aplikasi 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 

j. melakukan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran kedua 

dan seterusnya;  

k. melakukan pengelolaan dan penerbitan akta kelahiran atas hasil 

perkawinan silang Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara 

Asing (WNA) melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK); 

l. menyusun laporan hasil kegiatan per bulan, triwulan, semester dan 

tahunan; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 2 

Seksi Perkawinan dan Perceraian 
 

Pasal 16 

 

(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian  dipimpin seorang Kepala Seksi  
mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil dalam pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan seksi 

perkawinan dan perceraian. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Seksi Perkawinan dan Perceraian adalah sebagai berikut: 

a. menyusun program dan kegiatan seksi perkawinan dan perceraian; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 

pencatatan  perkawinanan dan perceraian; 

c. melaksanakan dan memproses pencatatan perkawinan dan perceraian; 

d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada 

bawahan; 

e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan  pelayanan 

akta  perkawinan dan perceraian; 

f. melakukan  pencatatan  dan penerbitan akta perkawinan non muslim; 

g. melakukan pencatatan dan penerbitan akta perceraian non muslim; 

h. melakukan penginputan data hasil pencatatan Kepala urusan Agama 

(KUA) kecamatan atas peristiwa perkawinan ke Aplikasi Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 

i. melakukan penginputan data hasil pencatatan Kepala Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapat 

penetapan Pengadilan Agama ke Aplikasi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK); 

j. melakukan pencatatan  pembatalan perkawinan non muslim; 

k. melakukan  pengelolaan dan penataan penyimpanan, pemeliharaan dan 

perawatan dokumen akta perkawinan dan perceraian; 

l. melaporkan  hasil pelaksanaan tugas  pada atasan; dan  

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 3 

Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian 
 

Pasal 17 

 
(1) Seksi Perubahan status anak, kewarganeragaan dan kematian  dipimpin 

seorang Kepala Seksi  mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang  

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Seksi Perubahan Status 

Anak, Kewarganegaraan dan Kematian. 

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganeragaan dan 

Kematian adalah sebagai berikut: 

a. menyusun program dan kegiatan Seksi Perubahan Status Anak, 

Kewarganegaraan dan Kematian; 

b. merumuskan  pedoman dan juknis pelaksanaan Kegiatan Seksi 

Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian; 
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c. memantau dan mengevaluasi  pelaksanaan verifikasi dan validasi data 

dalam hal  perubahan status anak, perubahan status  kewarganegaraan 

dan penerbitan dokumen perubahan  status anak dan akta kematian;   

d. melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen perubahan status 

kewarganeraan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

e. melakukan pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak dan akta 

pengesahan anak; 

f. melakukan pencatatan pengangkatan anak setelah mendapat penetapan 

pengadilan tentang pengangkatan anak; 

g. melakukan pencatatan dan penerbitan akta kematian; 

h. melakukan  pengelolaan  dan  penataan penyimpanan, pemeliharaan 

dan perawatan dokumen perubahan status kewarganegaraan, akta 

pengakuan anak, pengesahan anak dan akta kematian; 

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;dan 

k. melaksanakan  tugas kedinasan lain yang diperintahkan  oleh atasan 

sesuai bidang tugasnya; 

Bagian Keenam 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
 

Pasal 18 
 

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin 

seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas 

dalam pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

adalah sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang 

Pengelolaan  informasi  Administrasi Kependudukan 

b. melaksanakan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 

c. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 

e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; 

f. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; 

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Paragraf 1 

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
 

Pasal 19 
 

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin seorang 

Kepala Seksi  mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam 

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Seksi Sistem informasi 

kependudukan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 

sebagai berikut: 

a. merencanakan  kegiatan sistem informasi  administrasi kependudukan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan informasi melalui media 

elektronik dan media cetak; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaaan penyuluhan informasi administrasi  

kepedudukan; 

d. melaksanakan sosialisasi  kebijakan kependudukan; 

e. melaksanakan koordinasi  sistem informasi kependudukan; 

a. menyiapkan  bahan informasi kependudukan; 

b. melakukan pelayanan informasi melalui media cetak;  

c. melakukan pelayanan informasi melalui media elektronik; 

d. melakukan penyuluhan informasi administrasi kependudukan; 

e. melakukan sosialisasi kebijakan kependudukan; 

f. melakukan pelayanan informasi data administrasi kependudukan; 

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

h. melaporkan pelaksanaan tugas pada atasan;dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diperintahkan  atasan sesuai 

bidang tugasnya. 

Paragraf 2 

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data  
 

Pasal 20 
 

(1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data dipimpin seorang Kepala Seksi 

mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dalam pengumpulan data, identifikasi, 

analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

serta pelaporan Seksi Pengolahan Penyajian Data Kependudukan. 

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data adalah sebagai berikut: 

a. menyusun program  dan kegiatan pengolahan  dan penyajian  data 

kependudukan  sesuai rencana kerja dinas; 

b. melaksanakan kegiatan pengolahan data; 
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c. melaksanakan  perlindungan data pribadi  penduduk; 

d. melaksanakan  penyusunan data kependudukan; 

e. melaksanakan koordinasi pengelolaan data sitem administrasi 

kependudukan; 

f. mengumpulkan  dan mengelola data kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

j. menyusun analisis data kependudukan dan data kependudukan 

berdasarkan data base; 

k. melakukan verifikasi dan konversi data kependudukan; 

l. menyajikan statistik  kependudukan; 

m. melaksanakan  analisis dan penyajian data di bidang kependudukan; 

n. menyusun data kependudukan dalam bentuk buku agregat 

kependudukan; 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 

p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Paragraf 3 
Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi Dan 

Komunikasi  

 
Pasal 21 

 
(1) Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi dipimpin seorang Kepala Seksi  menpunyai tugas pokok 

membantu kepala Bidang dalam pengumpulan data, identifikasi, analisis, 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 

pelaporan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, 

Informasi dan Komunikasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, 

Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

b. menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan kegiatan 

pengembangan  dan pemeliharaan  Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK); 

c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk 

teknis pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK); 

d. menerapkan dan mengembangkan  sistem informasi di bidang 

kependudukan;  

e. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis bagi operator data 

kependudukan; 
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f. melakukan pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK);  

g. melakukan penataan sistem koneksitas Aplikasi Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK); 

h. pengembangan perangkat keras (hard ware) dan lunak (soft ware) sarana 

pendukung  serta jaringan on line; 

i. melaksanakan aplikasi  layanan  mobile   Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK); 

j. melakukan pelatihan/peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM} bagi 

operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;  

l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan  oleh atasan 

sesuai bidang tugasnya. 

Bagian Ketujuh 

Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan   
 

Pasal 22 
 
(1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  dipimpin seorang Kepala 

Bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam dalam 

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemanfaatan data 

dan Inovasi  Pelayanan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan adalah 

sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan  penyusunan program dan kegiatan bidang  

pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 

b. melaksanakan  pengelolaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 

c. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan  

pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala  pelaksanaan kegiatan 

pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 

e. mendistribusi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan ke pada 

bawahan; 

f. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; 

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 

i. melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Paragraf 1 

Seksi Kerjasama  
Pasal 23 

 
(1) Seksi Kerjasama dipimpin seorang Kepala Seksi  menpunyai tugas pokok 

membantu kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan  dalam 

dalam pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Seksi 

Kerjasama. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Seksi Kerjasama Kependudukan adalah sebagai berikut: 

a. menyusun program dan kegiatan Seksi kerjasama; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis  pelaksanaan kegiatan 

kerjasama; 

c. menyusun rencana teknis harmonisasi kebijakan kependudukan antar 

dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; 

d. melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan 

lembaga pemerintah dan non pemerintah;  

e. mendistribusikan tugas dan  memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; 

f. memantau dan mengevaluasi  penyelenggaraan  kegiatan  seksi 

kerjasama; 

g. menyusun kebijakan kerjasama bidang kependudukan dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah; 

h. menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah 

dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan; 

i. Membuat   MoU  (Memorandum of Understanding)  dengan instansi  

terkait  untuk pelayanan administrasi kependudukan; 

j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unsur terkait lainnya 

dalam penyelenggaraan admninistrasi kependudukan; 

k. Melakukan evaluasi hasil MoU (Memorandum of Understanding);  

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain  yang diperintahkan oleh atasan  

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Paragraf 2 

Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan   
 

Pasal 24 
 

(1) Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan  dipimpin seorang 

Kepala Seksi  menpunyai tugas pokok membantu kepala Bidang 

Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan  dalam dalam pengumpulan data, 

identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen 

Kependudukan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan adalah 

sebagai berikut: 

a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen 

Kependudukan; 

b. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 

c. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 

d. melaksanakan pengarsipan dokumen kependudukan dengan sistem 

manual dan elektronis; 

e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; 

f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan 

data dan dokumen kependudukan; 

g. melakukan penyusunan buku profil dan pemetaan data kependudukan; 

h. melakukan pengarsipan dokumen kependudukan dengan manual dan 

elektronis; 

i. melakukan penyimpanan, pengaman dan pemeliharaan dokumen 

kependudukan; 

j. melakukan pemusnahan dokumen kependudukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Paragraf 3 

Seksi Inovasi Pelayanan   
 

Pasal 25 
 

(1) Seksi Inovasi Pelayanan  dipimpin seorang Kepala Seksi  mempunyai tugas 

pokok membantu kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan  

dalam dalam pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Seksi 

Inovasi Pelayanan.    

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Seksi Inovasi Pelayanan adalah sebagai berikut: 

a. menyusun program dan kegiatan  Seksi  Inovasi  Pelayanan; 

b. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan inovasi 

pelayanan 

c. melaksanakan pengelolaan  inovasi  pelayanan; 

d. mendistribusikan tugas dan menberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; 

e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inovasi 

pelayanan; 

f. membuat  rancangan atau gagasan kreatif terbaru untuk peningkatan 

pelayanan  administrasi kependudukan; 

g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi 

kependudukan secara fleksibel; 

h. membuat prosedur tetap peningkatan mutu pelayanan administrasi 

kependudukan; 

i. melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan; 

j. membuat rancangan aplikasi dalam proses pelayanan administrasi 

kependudukan; 

k. melakukan modifikasi/adaptasi inovasi untuk proses penyesuaian dan 

cara pelayanan administrasi kependudukan yang terbaru;  

l. menyusun  laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional 
 

Pasal 26 
 

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan 

sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis  dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB V 
JABATAN 

 
Pasal 27 

 
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi 

pratama; 

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan 

administrator; 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan 

administrator; 

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau 

jabatan pengawas.  

 
BAB VI 

TATA KERJA 
 

Pasal 28 
 

(1) dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi, Pejabat 

Fungsional Pengawasan dan Kelompok jabatan Fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sikronisasi secara vertikal 

dan horizontal, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit 

organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing; 

(2) setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 

dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan 

laporan berkala tepat pada waktunya.  
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(5) setiap laporan yang diterima oleh atasan satuan organisasi dari 

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 

bawahan.  

(6) dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsionalmempunyai hubungan kerja. 

(7) dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya 

dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, 

wajib mengadakan rapat berkala. 

(8) pola hubungan kerja pejabat struktural dan pejabat fungsional pengawasan 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 29 
 

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka segala ketentuan perundang-
undangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan 

ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

Pasal 30 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 

 
 

 
        Ditetapkan di  Bulukumba 

        pada tanggal  
 

        BUPATI BULUKUMBA, 

 
 

 
        A. M. SUKRI A. SAPPEWALI 

 
Diundangkan di Bulukumba 
pada tanggal 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

 
 

 
A. B. AMAL 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 82 
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